
 
 

BUPATI TAPIN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 06 TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang :  a.   bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan kehalalan 
produk hasil peternakan, serta menjaga agar peredaran 
daging di Kabupaten Tapin aman dan halal untuk 
dikonsumsi, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan 
rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan 
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dengan 
dipungut retribusi; 

 b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang  Retribusi Rumah Potong Hewan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong                 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan 
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2824 ); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273);  

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 3821); 

 



2 

 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan                  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang 
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan 
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992  tentang 
Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3509 ); 

12. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi  dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 
1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Tapin; 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 

dan 

BUPATI TAPIN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH 
POTONG HEWAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan daerah ini yang disebut dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Bupati adalah Bupati Tapin. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tapin. 

4. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  
oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  
menurut  asas  otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  
Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan  
daerah  dan/atau  retribusi daerah  sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin. 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Tapin 

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 
Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Tapin. 

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk 
menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.   

11. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal yang merupakan  
kesatuan, baik  yang  melakukan  usaha maupun  yang  tidak  
melakukan  usaha  yang  meliputi perseroan  terbatas, perseroan  
komanditer, perseroan lainnya, badan  usaha  milik  negara  (BUMN), 
atau  badan usaha  milik  daerah  (BUMD)  dengan  nama  dan  dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  
kontrak  investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.   

12. Retribusi Daerah, yang  selanjutnya  disebut  Retribusi, adalah  
pungutan  Daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  
izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  
Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

13. Jasa  Usaha  adalah  jasa  yang  disediakan  oleh  Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

14. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong 
hewan ternak yang meliputi pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah 
dipotong. 

15. Wajib  Retribusi adalah  orang  pribadi atau  Badan  yang menurut 
peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan  untuk  
melakukan  pembayaran  retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi tertentu.  

16. Masa  Retribusi adalah  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang merupakan  
batas  waktu  bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang  telah  
dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  atau telah  dilakukan  
dengan  cara  lain  ke  kas  daerah  melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah.   
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18. Surat  Ketetapan  Retribusi Daerah, yang  selanjutnya disingkat  SKRD, 
adalah  surat  ketetapan  retribusi yang menentukan  besarnya  jumlah  
pokok  retribusi yang terutang.  

19. Surat  Ketetapan  Retribusi Daerah  Lebih  Bayar, yang selanjutnya  
disingkat  SKRDLB, adalah  surat  ketetapan retribusi yang  
menentukan  jumlah  kelebihan  pembayaran retribusi karena  jumlah  
kredit  retribusi lebih  besar daripada  retribusi yang  terutang  atau  
seharusnya  tidak terutang.  

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat  STRD,  
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan retribusi dan/atau  sanksi 
administratif  berupa  bunga dan/atau denda.  

21. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun dan  
mengolah  data, keterangan, dan/atau  bukti yang dilaksanakan  secara  
objektif dan  profesional berdasarkan suatu  standar  pemeriksaan  
untuk  menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  retribusi dan/atau  
untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan  peraturan  
perundang-undangan.  

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik  untuk  mencari serta  
mengumpulkan  bukti yang dengan  bukti itu  membuat  terang  tindak  
pidana  di bidang retribusi daerah yang  terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Nama Retribusi adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. 

 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan  
fasilitas  rumah  pemotongan  hewan  sebelum dan  sesudah  dipotong, 
yang terdiri dari : 

a. pemakaian kandang (karantina); 

b. pemakaian tempat pelayuan daging; 

c. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong; dan 

d. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan. 

(2) Dikecualikan  dari objek  Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan  hewan  ternak  
yang  disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta. 

 

Pasal 4 

(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
menggunakan/memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan.  


